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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (cnlang
Penanggulangan Bencana, dipandang perlu

membentuk  Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Dacrah Provinsi Sumatera
Barat; .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
tercantum pada huruf “a “ di atas, perlu menetapkan
Peraturan Dacrah tentang Pembentukan  Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Dacrah Provinsi Sumatcra Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatcra Barat, Jambi dan Riau menjadi
Undang-Undang Jo. Peraturan Pcmerintah Nomor 29

Tahun 1979;
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Undang undang Nomor B Tahun 1974 tealang, Pokok-
pokok Kepegawaian scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  (entang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemecerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
scbagaimana tclah diubah Kedua Atas beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Undang-Undang -Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
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Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4732);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinast Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4828);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4829);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah; :

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
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15.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 (cntang Pcdoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Penangpulangan Bencana (Lembaran Dacrah Tahun
2007, Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
manurut asas otonomi dan Llugas pcrmbantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya. '

Pemerintah Daerah adalah Pémerintah Provinsi Sumatera Barat;

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;

Sckretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Provinst Sumaltera Barat;

U

Badan Penanggulangan Bencana Dacrah yang sclanjutnya disebut
BPBD adalah adalah perangkat daecrah yang dibentuk dalam rangka
mclaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana;

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun
faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis;

8. Lembaga/instansi pemerintah daerah yakni badan/dinas terkait
dengan penanggulangan bencana;



9. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh
masyarakat di daerah

BAB II

PEMBENTUKAN-

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD Provinsi Sumatera Barat.

(1)

(2)

BAB III
ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan

.Pasal 3

BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BPBD dipimpin oleh Kepala dan secara ex-officio diyabat oleh
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) BPBD mempunyal tugas :

a.

Menetapkan pedoman dan  pengarahan  terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara. _ :
Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan. :

Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana.

Melaporkan penyelenggaraan pecnanggulangan bencana kepada
Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

‘Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.



(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD

mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanganbencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
sccara lercncana, lerpadu dan menycluruh.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri darti:
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana;
1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdirt dari:
) Sub Bagian Umum dan Kepepawaian,
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Program,;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
a} Seksi Pencegahan;
b) Seksi Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
a) Scksi Kedaruratan,;
b) Seksi Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a) Seksi Rehabilitasi;
b) Seksi Rekonstruksi;
d. Kclompok Jabatan Fungsional;
¢. Satuan Tugas.

(2) Bagan Susunan Organisasi BPBD scbagaimana tcrcantum dalam
lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Dacrah ini.
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Bagian Keempat
Unsur Pengarah

Pasal 7

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b,
merupakan unsur non struktural berada dibawah dan bertanggung
jawab Kepala BPBD;

(2) Masa Jabatan Unsur Pengarah selama 5 (lima) tahun;

(3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur
pengarah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran
kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan becncana.

Pasal 9

(1.) Unsur Pengarah mempunyai fungsi : .
a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan
bencana daerah;
b. Memantau; . -
c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah.
(2.) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 11 (sebelas) anggota, terdiri dari
6 {enam) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 5 (lima)
anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana

Pasal 10

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c,
merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab
Kepala BPBD.

Pasal 11

(1.) Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi
a. prabencana; '

b. saat tanggap darurat;

c. pascabencana.

(2.) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian;
b. pengkomandoan;
c. pelaksana.



Pasal 12

(1.) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)
huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Dacrah lainnya, instansi vertikal yang ada di dacrah, lembaga usaha
dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan
pasca bencana;

(2.) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)
huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal
yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan
dalam rangka penanganan darurat bencana;

(3.) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)
huruf ¢, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan
Kerja Pecrangkal Dacrah lainnya, inslansi vertikal yang ada di dacrah
dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat
membentuk Satuan Tugas;

(2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur. ‘

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14
Kelempok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari scjumlah tenaga [ungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-
-undangan,

(2) Kelompok Jabatan Fungsiohal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat
oleh Gubernur;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1)
diatur dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kcbutuhan dan
beban kerja serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;



(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat
(1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas secsuai dengan
peraturan Perundang-undangan;
BAB V
TATA KERJA
Pasal 16

BPBD dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 17

Pimpinan unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian
intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan,

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Pasal 20

Pimpinan unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 21

Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diadakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau scwaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota
bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat
bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi,
d'm pelaksana.



Pasal 23

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan
dalam rangka  upaya  peningkatan kualitas penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

BARB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 24

) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon Il.a

} Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon Ill.a

) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon Ill.a

) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural
eselon IV.a

(1
(2
(3
(4

Pasal 25
Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur sesua: dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan BPBD dibebankan pada APBD Provinsi dan sumber anggaran
lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Satuan Koordinasi'
Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) dibubarkan dan
seluruh aset, arsip/dokumen dan data/informasi yang berkaitan
serahkan kepada BPBD. :
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Rincian Tugas Pokok, Fungsi BPBD akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.



BAB X

PENUTUP

Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2895

SUMATERA BARAT

MARLIS MAN
- Diundangkan di Padang

pada tanggal 11 p.semter 2099

SEKRET S DAERAH

H. FIRDAUS. K, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19530309 197603 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2009 NOMOR : 9
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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PENJELASAN UMUM.

Berdaszrkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimanea telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomsr 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 32 Tzhun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-
undang sebzzai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemsrintah Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat
mendasar dzzam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam
artian Daera> diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan Peme-intahan diluar vang menjadi urusan Pemerintah. Daerah
memiliki kewsznangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan
pelavanan, ctsningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdavaan
masyarakat wvang Dbertujuan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan
Peraturan P2merintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam
implementasi kelembagaan setidak-tidaknya terwadahi fungsi-fungsi
Pemerintahar vang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari
urusan wajib Zan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah
urusan Pemerntahan vang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan
Daerah yvang -zrkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, urusan
Pemerintaharn vang bersifat pilihan adalah urusan Pemerintahan yang
diprioritaskar: oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang
terkati denga~ upaya mengembangkan potensi unggulan yvang menjadi
kekhasan Daerah. '

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan
bertanggungjewab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan
dan pemberian pelavanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
sesuai dengan: kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan Tata
Kerja Perangkszt Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan dan penataan organisasi dimaksud disesuaikan
dengan tingka: perkembangan kebutuhan dan prediksi perkembangan
masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat selama
5 tahun yang akan datang. Dengan memperhitungkan kondisi dan
potensi DaeraX, serta permasalahan yang harus diatasi, maka struktur



organisasi dinas daerah diharapkan mampu mengimbangi pesatnya
perkembangan dinamika masyarakat Sumatera Barat.

Untuk penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah, Kepala Daerah
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam
Sekretariat, unsur pengawas yang diwacahi dalam bentuk Inspektorat,
unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, wunsur
pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesiik, diwadahi dalam Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi
dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyvusunan organisasi Badan dalam bentuk suatu
organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan,
namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk
kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar
pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanva
penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga
pelayanan kepada masyvarakat dapat cilakukan secara prima sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan
Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi

Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 42 TAHUN 2009
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